Menimbang

Mengingat

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR |5 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA KANTOR

a.

1,

PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN DAIRI

BUPATI DAIRI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2)
Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Dairi, perlu menetapkan Standar
Pelayanan pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Dairi;

bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, perlu
ditetapkan Peraturan Bupati Dairi tentang Standar Pelayanan
pada Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi
dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956
tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125).

Ur.dang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa  kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-undang ..../4



10.

11.

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038};

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36
Tahun 2012 tentang Petunjuk teknis Penyusunan, Penetapan
dan Penerapan Standar Pelayanan;

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 07 Tahun 2001
tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Industri;

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi
Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Dairi Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2011
tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kakbupaten Dairi
Tahun 20i1 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Dairi Nomor 158);

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 3 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi
Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Dairi Nomor 160);

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral (Lembaran
Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 161};

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 8 Tahun 2012
tentang Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Dairi Nomor 163);

Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2012
tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Dairi Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Dairi Nomor 164);

Peraturan Bupati Dairi Nomor 20 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksana Peraturan Daerah Kabupaten Dairi
Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
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15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 21 Tahun 2012 tentang
Petunjuk Pelaksana Feraturan Daerah Kabupaten Dairi
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah,;

16. Peraturan Bupati Dairi Nomor 12 Tahun 2013 tentang
Pendelegasian Wewenang Perizinan Kepada Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Kabupaten Dairi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG STANDAR

PELAYANAN PADA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU KABUPATEN DAIRI

BAB1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

2.

(2)

Bupati adalah Bupati Dairi.

Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh KPPT berdasarkan Peraturan
Daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas,
menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk

melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku
usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar
usaha.

BAB I1
STANDAR PELAYANAN PERIZINAN

Pasal 2
Standar pelayanan perizinan merupakan pedoman penyelenggaraan dan
acuan penilaian kualitas pelayanan perizinan kepada masyarakat.

Standar pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampir L
dalam Peraturan Bupati ini.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan peénempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidj alang
pada’tanggal 2.5 Desember 2013 |

BTJ TIKDAI
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KRA. HNNY/SITOHANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 2}7 Desewmper 2013

SEK ARIS/ AERAH KABUPATEN DAIRI,
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